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BUPATI BOMBANA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 38 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menim bang 

Mengingat 

a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran 

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 

2024, dalam pelaksanaannya belum mengikuti perkembangan 

hukum schinggo perlu dilakukan perubahan dan 

penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan 

Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun 

Anggaran 2024; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten 

Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 

Repubhik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 NomOr 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 3 

TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DI 

KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di 

Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana 

Tahun 2024 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 

I. Ketentuan Pasal l diubah sehingga berbunyi scbagai berikut: 

Pasal I l  

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal IO adalah sebagai berikut ; 

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat; 

b. tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD; 

c. tambahan Penghasilan Pemerintah Dcsa dan BPD; 

d. biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, 

Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta 'lim, P2TPA di Desa dan 

Posyandu; 

e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan 

Evaluasi Perkembangan Desa; 

f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa; 

g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana 

Olahraga Desa; 
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h. kegiatan perbaikan mutu Keschatan dan Pendidikan; 

i. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 

j. subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

k. pembangunan/ peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat 

Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh 

Persen) dari total anggaran kegiatan; 

I. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan 

Desa; dan 

m. dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Diantara bagian keenam dan bagian ketujuh disisipkan I (satu) bagian yakni 

Bagian KeenamA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian KeenamA 

luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 

3. Diantara Pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14A 

(l) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh luran Jaminan Kesehatan. 

(2) luran Jaminan Keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) luran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat 

(2) scbesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per 

bulan. 

(4) luran Jaminan kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat [3) dibayar 

dengan ketentuan 1% (satu persen) oleh peserta dan 4% (empat persenj 

oleh pemberi kerja melalui APBD Kabupaten Bombana. 

(5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah). 

(6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai 

dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah 

(PPU} sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu scbesar Upah Minimum 

Provinsi Tahun 2024. 

(7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu 

pada Keputu11an yang ditetapkan oleh Oubemur Sulawesi Tcnggara. r 



• 
', 

.4. 

4. Ketentuan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat 

(2c) schingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(l) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

II hurufa, huruf b dan huruf c, dilakukan setiap bulan dan diterimakan 

pada minggu pertama Dulan berjalan kerekening masing-masing 

penerima. 

[2) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Dana Desa di Desa dan 

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa ke Rekening 

masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan. 

(2a) Sebelum melakukan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat [2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 

1% (satu persen) dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang 

diterima per bulannya. 

(2b) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat [2a) dilakukan oleh Badan 

Keuangan Dacrah yang selanjutnya hasil pemotongan tersebut disetorkan 

ke rekening badan penyclenggara jaminan sosial kesehatan. 

(2c) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) 

dilakukan per triwulan yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan 

terakhir triwulan berjalan 

(3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Alokasi Dana Desa scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa 

masing-masing 

(4) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

l huruf d sampai dengan huruf i dan huruf k sampai dengan huruf I 

dilakukan sccara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut; 

a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu 

ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh Lima persenj; 

b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu 

keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen; 

c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu 

keempat bulan September sebcsar 25% (dua puluh lima persen); dan 

d. Triwulan IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu 

ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

(5) Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 21 (dua 
puluh satu] hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke 
RKUD. 
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(6) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka 

penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan 

alokasi. 
(7) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran Dana 

Alokasi Dana Desa, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran 

terse but dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana 

Desa tahun berikutnya. 

5. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

6. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

7. Ketentuan Lampiran Ill diubah sebagairmana tercantum dalam lampiran [l 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal IH 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bombana. 

Ditetapkan di Rumbia 
p ggal, erte 2024 
Pi. T1BC ANA, 

EDY SUHARMANTO 

Diundangkan di Rumbin 
pada tanggal, Pete«6 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

\ au  ARrA 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 38 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPAT BOMBANA 
NOMOR 38 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT 
BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN 
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN 

BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024. 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA 

DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: 

a. Penghasilan Tetap Kcpala Desa dan Perangkat Desa; 

b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD; 

c. Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; 

d. luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

e. Insentif Pelayan Masyarakat Desa; 

f. Operasional Kelembagaan Desa; 

g. kcbutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; 

h. Operasional pemerintah Desa, mcliputi; 

(I) Belanja Barang dan Jasa, 

(2) Perjalanan Dinas, dan 

(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor. 

i. Operasional BPD, meliputi: 

(1) Belanja Barang dan Jasa; 

(2) Perjalanan Dinas; dan 

(3] Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor. 

j. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; 

k. Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi: 

(I) Survey batas desa, 

(2) Perbangunan Gapura, dan 

(3) Pembuatan Peta Desa, dll. 

L. Pendataan Profil Desa; 

m. Pendataan Aset Desa, 

n. Penyelenggaraan musyawarah Desa 

(I) Laporan Pertanggungiawaban (LP.J] Kepala Desa, 

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa, 

(3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa. 
y 
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o. Pengelolaan informasi Desa : 

(I) Pembuatan dan pengelolaan Website Dcsa, 

(2) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

p. Penyelenggaraan Perencanaan Desa ; 

(I) Review/Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dess 

(RPJMDesa); 

(2) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). 

q. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa : 

(I) Rapat rutin; 

(2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan. 

r. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa ; 

(l) Pembangunan tembok penahan tanah kantor Dess; 

(2) Pemehiharaan bangunan kantor Desa; 

(3) Pembangunan WC kantor Desa; 

(4) Pembangunan gedung kantor Desa; 

(5) Sarana internet kantor Desa; 

(6) Perbangunan balai Dcsa; 

(7) Listrik kantor Desa; 

(8) Rehab kantor Desa; dan 

(9) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa: 

a. Kegiatan perbaikan mutu Keschatan dan Pendidikan; 

b. Beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; 

c. Jalan rabat beton; 

d. Pembuatan dan peningkatan jalan pemukiman; 

e. Pembangunan Deucker; 

f. Pembangunan Gedung Polindes/ Poskesdes; 

g. Pembangunan Gedung Posyandu; 

h. Pembuatan sumur Bor/Gali; 

i. Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa; 

j. Pengadaan tangki air bersih; 

k. Pengadaan pupuk orgamik; 

I. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa bersifat Padat Karya dcngan 

Ketentuan HOK minimal 50% (Lima puluh persen) dari total anggaran; dan 

m. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. r 
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3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa: 

a. Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 

b. Perlindungan sosial bagi pekerja rentan/miskin; 

c. Pembinaan keagamaan; 

d. Pembinaan pemuda dan olah raga; 

e. Pembinaan Budaya dan Adat istiadat; 

f. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan 

masyarakat Desa; 

g. Melestanikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; 

h. Penyediaan operasional kelembagaan Desa; 

i. Penyediaan operasional PKK; 

j. Penyediaan operasional Majclis Taklim; 

k. Penyediaan operasional Dasawisma; 

L. Penyediaan operasional LPM; 

m. Penyediaan Honorarium pclayan masyarakat seperti Imam Mesjid/Imam 

Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggu, Guru Honorer Taman 

Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan 

pelayan masyarakat lainnya; dan 

n. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

a. penguatan ketahanan pangan nabati dan hcwani; 

b. Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasitas Aparatur Desa, diantaranya: 

I) Pelatihan tata cara penginputan data Profil Desa Online melalui 

http://prodeskel binapemdes.kemendagri.go.id 

2) Pelatihan tata cara penginputan data Aset Desa Online melalui 

https://sipades- binapemdes. kemcndagri.go.id 

3) Pelatihan tata cara penginputan data Tingkat Perkembangan Desa 

Online melalui http://cpdeskel.kemendagri.go.id 

4) Pelatihan tata cara penginputan Sistim Keuangan Desa (SisKeuDes) 

Online; 

5) Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

c. Studi perbandingan/Pelatihan/ Bimtek Pengurus BUMDesa; 

d. Penunjang kegiatan I0 program PKK, UP2K-PKK; 

e. Studi perbandingan/Studi tiru Pemerintah Desa; dan 

f. Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. n 
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5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa 

a. Kegiatan Penanggulanan Bencana; 

b. Penanganan Keadaan Darurat; dan 

e. Penanganan Keadaan Mendesak. 

Pj. BUPATI BO 

EDY SUHARMANTO 



-10­ 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR 38 TAHUN 2024 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATL 
BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN 
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN 
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024. 

CONTOH FORMAT 

Contoh Format Surat Kasa Perindah Bukuan Penghasilan 
Tetap/Tunjangan /Penghasilan lainnya Ke pala Desa, Perangkat Desan dan PD 

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN 
NOMOR: / 202 

Na,n.u . 

la batan Kepala Desa ....8++»o.... 

ertindak An. Pemerintah Desa ~ . . c o o + . . . ,  
Memberi kunsn kepada Kepala Urusan Kean@an a.n, ooooooooooooooooooooo+ ntuk 

emindahbukukan dana dari ekeening Kas Desa ..»..08... 

Nama Re kening 
Noor XKK. CK. XX. XXKKKK 

Rekening 
untuk pembayaran Siltap/ Tunjangan/Penghasilan lainnya Kepala Desa, erangkat Desa 
8 ID tuk Bulan . . . . o o o o o o . . . . .  TA 2O2x Ke rekening masing masing penerima, 
den n rinc inn seba i berikut; 
• e ft 

- 
h 

·- le f% f f  
4 4 4  

- •  lie. el 4% 

as 
• 

, 

• %.4 4e 

' 2 eietn Le 

' 
... 

• ... 
. 

• %du 

6 et p 

' - 

Wale Ket 941 

• eon /0 

• eta I.n. 
- MLAH 0 0 0 0 

Mn.tv; 
4Be. o 

Pj. BU. ·TT BO NA, 

EDY SUHARMANTO 



LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR 3? TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUHAHAN ATAS PERATURAN BUPAT1 BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024 
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